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ABSTRAK 

 

Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad 

yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, 

hibah, wakalah, qardh, muzara‟ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, 

mudharabah dan seterusnya, dalam penelitian ini fokus pada akad sewa menyewa 

dengan jual beli sebagaimana yang terjadi di agen isi ulang tabung gas oksigen 

pak Samsul. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik 

multi akad dalam sewa menyewa isi ulang tabung gas oksigen serta bagaimana 

pandangan hukum Islam terhadap parktik multi akad dalam sewa menyewa 

tabung gas oksigen di agen isi ulang tabung oksigen pak Samsul? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik multi 

akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen serta untuk mengetahui pandangan 

hukum Islam tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di agen 

isi ulang tabung oksigen pak samsul, sedangkan metode penelitian ini  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu agen isi ulang gas oksigen pak Samsul 

sebagai data primer dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data yang 

diperoleh dianalisis dan disusun dengan menggunakan metode analisis data yaitu 

deskriptif kualitatif 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan praktik multi akad dalam 

sewa-menyewa isi ulang tabung gas oksigen pak Samsul yaitu bagi 

penyewa/mu‟jir tidak ada syarat khusus, melainkan penyewa hanya membayar 

uang sewa tabun g gas oksigen berserta isinya sebesar Rp. 300.000, kemudian 

untuk menjaga keamanan barang sewa, maka mu‟jir harus membayar uang 

jaminan sebesar Rp. 2.000.000, uang jaminan senilai dengan harga tabung gas 

oksigen yang akan disewa, sedangkan untuk batas waktu pengembalian barang 

sewa tidak ada ketentuan batas batas waktu, serta jika penyewa mengembalikan 

barang sewa, maka akan dikenakan pemotongan uang jaminan sebesar Rp. 

250.000 sebagai uang perawatan benda sewa atau objek sewa. Adapun letak multi 

akadnya terletak pada akad sewa tabung gas oksigen dan akad jual beli isi ualang 

tabung gas oksigennya, selanjutnya pandangan hukum Islam terhadap multi akad 

dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di agen isi ulang tabung gas oksigen 

pak Samsul, sesuai dengan hukum Islam hal ini didasarkan pada pendapat jumhur 

ulama Hanafiyah, sebagian Malikiyah, Syafi‟iyyah dan Hanabilah bawasannya 

multi akad hukumnya mubah atau boleh selama tidak ada unsur gharar, riba, 

maysir serta sesuai dengan syarat dan rukun sewa menyewa 

 

Kata Kunci: Multi Akad, Sewa-Menyewa dan Tabung Gas Okseigen 
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ABSTRACT 

 

 Multi contract is an agreement between two parties to carry out a 

contract containing two or more contracts such as sale and purchase with lease, 

grant, wakalah, qardh, muzara'ah, sahraf (currency exchange), syirkah, 

mudharabah and so on, in this research the focus in the rental contract with sale 

and purchase as happened at Mr. Samsul's oxygen gas cylinder refill agent. The 

problem in this research is what is the practice of multi-contracts in renting 

oxygen gas cylinder refills and what is the view of Islamic law regarding the 

practice of multi-contracts in renting oxygen gas cylinders at Mr Samsul's oxygen 

cylinder refill agent? 

 The aim of this research is to find out and analyze the practice of multi-

contracts in renting oxygen gas cylinders and to find out the view of Islamic law 

regarding multi-contracts in renting oxygen gas cylinders at the Pak Samsul 

oxygen cylinder refill agent, while this research method 

 The type of research used is field research obtained from the research 

location, namely the oxygen gas refill agent Pak Samsul as primary data and uses 

a qualitative approach with data collection techniques through interviews and 

documentation, then the data obtained is analyzed and compiled using The data 

analysis method is descriptive qualitative 

 Based on the research results, it can be concluded that the practice of 

multi-contracts in renting Mr. Samsul's oxygen gas cylinder refills is that for the 

tenant/mu'jir there are no special conditions, but rather the tenant only pays rent 

for the oxygen gas cylinder and its contents in the amount of Rp. 300,000, then to 

maintain the security of the rental items, the mu'jir must pay a security deposit of 

Rp. 2,000,000, security deposit equal to the price of the oxygen gas cylinder to be 

rented, while there is no time limit for returning rental items, and if the renter 

returns the rental item, the security deposit will be deducted in the amount of Rp. 

250,000 as maintenance money for rental objects or rental objects. As for the 

location of the multi-contract, it lies in the oxygen gas cylinder rental contract 

and the sale and purchase agreement for refilling the oxygen gas cylinder. Next, 

the view of Islamic law regarding multi-contracts in renting oxygen gas cylinders 

at the oxygen gas cylinder refill agent, Mr. Samsul, is in accordance with Islamic 

law. based on the opinion of the majority of Hanafiyah scholars, some Malikiyah, 

Syafi'iyyah and Hanabilah subordinates, multi-contract laws are permissible or 

permissible as long as there are no elements of gharar, usury, maysir and in 

accordance with the terms and conditions of the lease. 

 

Keywords: Multi Contract, Rental and Oxygen Gas Cylinders 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

“Abd al-Razaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-Tsauri, 

Israil, dan Samad Ibn Harb, dari Abd al-Rahman Ibn Abdullah, Ibn 

Mas‟ud ia berkata: “Dua transaksi dalam satu transaksi adalah 

riba”
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal dalam rangka menjelaskan maksud judul skripsi ini, 

untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami maksud 

judul tersebut, maka perlu kiranya menjelaskan beberapa kata sebagai kata 

kunci dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Multi Akad Dalam Sewa Menyewa Tabung Gas 

Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jln Tamin Gunung 

Pesagi Merpati Nomor 7 Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat 

Kota Bandar Lampung). Adapun kata atau istilah yang perlu dijelaskan 

dalam judul  skripsi ini adalah: 

Tinjauan dalam “kamus besar bahasa Indonesia” mempunyai arti 

pandangan atau pendapat.
2
 Secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang 

teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan 

penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan 

suatu permasalahan
3
, sedangkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan 

yang didasarkan wahyu Allah dan/atau Sunah Rasul mengenai tingkah laku 

mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan 

diyakini, yang mengikat bagi setiap pemeluknya.
4
 Mengingat maksud hukum 

Islam di atas bersifat global, maka perlu kiranya diberi batasan, hukum Islam 

yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hukum ekonomi Islam (muamalah). 

                                                             
2
 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). 6 

3
 Dendi Sugono Hasan Alwi, Telaah Bahasa Dan Sastra (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2002). 6 
4
 Amir Syariffuddin, Garis-Garis Besar Fikih (Jakarta: Prenada Media, cet ke-2, 2003). 9 
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Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang 

lebih banyak, lebih dari satu. Multi akad dikenal juga dengan istilah hybrid 

contract. Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah al-„uqud 

al-murakkabah. Al-„uqud al-murakkabah terdiri dari dua kata yaitu al-uqud 

dan al-murakkabah. Al-„uqud merupakan bentuk jamak dari kata al-„aqd yang 

dikenal dengan istilah akad. Al-murakkabah secara bahasa berarti 

mengumpulkan atau menghimpun. Kata murakkab sendiri berasal dari kata 

rakkaba-yurakkibu-tarkiban yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada 

sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di 

bawah.
5
 

Sewa menyewa dalam fiqh muamalah disebut Ijarah berasal dari kata al-

ajru yang secara bahasa berarti al-iwadu yaitu ganti. Sedangkan menurut 

istilah, Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.
6
 Pihak yang menyewakan 

(pemilik manfaat) dinamakan mu‟jir, pihak yang menyewa dinamakan 

musta‟jir, objek sewa dinamakan ma‟jur dan imbalan sewa dinamakan ujrah.
7
 

Tabung Gas Oksigen menurut Ahli Paru dan Sekretaris Umum 

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dr. Erlang Samudero SpP(k) mengatakan 

                                                             
5
 Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga 

Keuangan Syari‟ah Di Indonesia”, Makalah IAEI, Www.Academia.Edu/Document/Multi Akad 

Dalam Transaksi Syari‟ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, 

(Diakses 15 Juni 2022), 2. Lih, n.d. 
6
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2001). 117 
7
 Oni Syahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan 

Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 97 
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bahwa tabung oksigen merupakan alat untuk membantu pasien yang 

mengalami gangguan pernapasan karena tidak bisa mendapatkan cukup 

oksigen secara alami, sehingga dapat kita pahami bahwa yang dimaksud 

dengan tabung oksigen adalah tempat untuk menampung oksigen, bagi pasien 

mungkin yang membutuhkan oksigen tambahan.
8
 

Berdasarkan beberapa istilah yang dijelaskan di atas dapat dipahami 

maksud judul skripsi ini adalah meninjau atau pandangan hukum ekonomi 

syari‟ah tentang terjadi terhadap  adanya akad ganda atau lebih dari satu akad 

dalam sewa menyewa tabung gas oksigen dan isi ulang tabung gas oksigen pak 

Samsul. 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi 

dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang Khalifah agar 

dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.
9
 Pada hakikatnya 

Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanya untuk  beribadah 

kepada-Nya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup 

sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya. Interaksi sosial 

menimbulkan hubungan timbal balik antara para pihak yang melakukan, 

sehingga berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
10

 

                                                             
8
 https://www, Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2021/05/30/093000865/Ramai-Soal-

Tabung-Oksigen-Ini-Kegunaannya-Kata-

Ahli?Page=all#:~:Text=%22Tabung%20oksigen%20adalah 

%20tempat%20untuk,Yakni%20dengan%20mengecek%20berat%20tabung. Diakses Selasa, 06 

Juni 2022 Pukul 09.30 , n.d. 
9
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.  3. 

10
 Ahmad Azhar Basyir, Asas - Asas Hukum Mu Amalah (Hukum Perdata Islam) 

(Yogyakarta: UII Pers, 2000). 11 
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Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama universal, tidak terbatas oleh 

waktu dan tempat tertentu. Diyakini pula bahwa ajaran Islam mencakup 

berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik hubungannya dengan Allah 

maupun hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Aturan 

Allah yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya 

disebut mu‟amalah.
11

 

Secara etimologi kata mu‟amalah adalah bentuk masdar dari kata „amala 

yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Menurut 

Hudhari Beik, Mu‟amalah adalah semua akad yang membolehkan manusia 

saling menukar manfaat. Sedangkan menurut Idris Ahmad,mu‟amalah adalah 

aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam 

usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling 

baik.
12

 

Tujuan mu‟amalah adalah untuk menjaga kepentingan manusia terhadap 

harta mereka agar tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, menciptakan 

hubungan yang harmonis antara sesama manusia dan menjadikan terciptanya 

masyarakat yang rukun. Karena di dalam mu‟amalah terdapat sifat tolong 

menolong yang pada ajaran Islam sangat dianjurkan, sebagaimana yang 

tercantum dalam Alquran surah al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi 

ُٕٛاْ لََ رذٍُُِّ  َِ َٓ ءَا ب ٱٌَّر٠ِ َٙ أ٠َُّ
َٰٓ لَََٰٓ ٠َ  َٚ ئِدَ 

َٰٓ  َ مٍَ ٌۡ لََ ٱ َٚ  َٞ دۡ َٙ
ٌۡ لََ ٱ َٚ  ََ ذَسَا

ٌۡ سَ ٱ ۡٙ لََ ٱٌشَّ َٚ  ِ َٰٓئسَِ ٱللََّّ ٛاْ شَعَ 

لََ  َٚ  
ُۡ فٱَصۡطَبدُٚاْۚ ُ ز ٍۡ إذِاَ دٍََ َٚ بۚ  أ  َٛ زِضۡ َٚ  ُۡ ِٙ ثِّ ٓ زَّ ِِّ َْ فضَۡلٗا  ََ ٠جَۡزغَُٛ ذَسَا

ٌۡ ج١َۡذَ ٱ ٌۡ َٓ ٱ ١ ِِّ ءَآَٰ

                                                             
11

 Farida Arianti, Sri Yunarti, and Haniff Ahamat, “Price Changes in A Limited Time in Home 

Shopping Program on RTV Television Media from the Perspective of Islamic Law,” " Al-'Adalah, Vol. 

19. No. 2 (2022) n.d., 357–72. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/10316 
12

 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017). 5 
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 َٓ ُۡ شَ َّٕىُ َِ ٍَ أَْ صَدُّ ٠جَۡسِ ۡٛ ُْ لَ ا َٔ ُٔٛاْ ٔ  َٚ رعَبَ َٚ  
َِ أَْ رعَۡزدَُٚاْْۘ ذَسَا ٌۡ سۡجِدِ ٱ َّ

ٌۡ ِٓ ٱ ُۡ عَ ٚوُ

َ شَد٠ِدُ  َّْ ٱللََّّ َٰۖ إِ ٱرَّمُٛاْ ٱللََّّ َٚ  ِْۚ  َٚ عدُۡ
ٌۡ ٱ َٚ  ُِ ثۡ ُٔٛاْ عٍََٝ ٱلِۡۡ َٚ لََ رعَبَ َٚ  ٰۖ  ٜ َٛ ٱٌزَّمۡ َٚ جسِِّ 

ٌۡ عٍََٝ ٱ

عِمبَةِ   ٌۡ  ٢ٱ

 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 

(Qs. Al-Maidah [5]:2) 

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang mu‟amalah adalah akad 

ijarah. Menurut bahasa akad adalah ar-rabbth (ikatan), sedangkan menurut 

istilah akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau 

mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua 

pihak.
13

 Hak adalah sesuatu yang dituntut dari seseorang kepada orang lain. 

Menurut Musthafa Az-zarqa, hak adalah suatu kekhususan yang padanya 

ditetapkan syara‟ suatu kekuasaan atau taklif.
14

 Jadi antara hak dan kewajiban 

merupakan dua hal yang menyatu. Ketika seseorang memiliki hak di satu sisi, 

maka sisi lain dia juga memiliki kewajiban. Secara terminologi akad berarti 

mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya 

kewajiban.
15

 Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah pertalian 

atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang 

menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.
16

 

Istilah dalam al-Qur‟an yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad), 

adalah kata al-„aqdu (akad) dan al-ahdu (perjanjian). Istilah „aqdu yang 

                                                             
13

 Oni Syahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan 

Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah., 5 
14

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 124 
15

 Louis Ma‟luf, Al-Munjid Fi Al-Luqhah Wa Al-a‟lam (Bayrut: Dar al-Mashriq, 1986). 

519 
16

 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al Islami Wa Adilah, Juz IV (Mesir: Dar Fikr, n.d.). 2917 
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dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 1mengacu pada terjadinya dua perjanjian 

atau lebih, yaitu bila seseorang  mengadakan janji kemudian ada orang lain 

yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang 

berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah 

janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang 

lain, akad dapat dibagi menjadi dua yaitu akad tunggal (basith) dan akad 

majemuk (hybrid contract).  

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang 

lebih banyak, lebih dari satu. Multi akad dikenal juga dengan istilah hybrid 

contract. Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah al-„uqu d 

al-murakkabah.  Al-„uqud al-murakkabah terdiri dari dua kata yaitu al-„uqud 

dan al-murakkabah.  Al-„uqud merupakan bentuk jamak dari kata al-‟aqd yang 

dikenal dengan istilah akad. Al-murakkabah secara bahasa berarti 

mengumpulkan atau menghimpun. Kata murakkab sendiri berasal dari kata 

rakkaba-yurakkibu-tarkiban yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada 

sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di 

bawah.
17

 

Sebagaimana fenomena yang terjadi di isi ulang tabung gas oksigen pak 

Samsul, selain sebagai agen penjual isi ulang tabung gas oksigen tetapi juga 

bagi konsumen yang tidak memiliki tabung gas oksigen sendiri, maka boleh 

menyewa tabung gas oksigen dengan ketenSamsuln yang telah ditetapkan oleh 

                                                             
17

 Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga 

Keuangan Syari‟ah Di Indonesia”, Makalah IAEI, Www.Academia.Edu/Document/Multi Akad 

Dalam Transaksi Syari‟ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, 

(Diakses 15 Juni 2022), 2. 
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pemilik isi ulang tabung gas oksigen tersebut dengan akad sewa menyewa atau 

ijarah. Adapun besaran tabung gas oksigen bervariasi mulai ukuran 1 M
2
, 

ukuran sedang dan ukuran paling besar 6 M
2
, tabung gas oksigen yang di 

sewakan hanya ukuran yang paling besar yaitu 6 M
2
, sedangkan untuk ukuran 

kecil dan sedang berlaku hanya isi ulang tidak disewakan, Adapun jasa sewa 

tabung ukuran besar Rp. 150.000 ditambah uang jaminan sebesar Rp. 

2.000.000, hal ini dilakukan guna menjaga dan menjamin serta demi keamanan 

dalam pemberian benda yang disewakan tersebut, besaran jaminan setara 

dengan harga tabung oksigennya.
18

 

Berdasarkan fenomena tersebut secara tersirat terjadi dua akad yang 

bersamaan atau disebut dengan multi akad yaitu akad sewa menyewa 

tabungnya atau ijarah dan akad jual beli atau al-bai‟ terletak pada isi 

oksigennya . 

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang secara bahasa berarti al-iwadu yaitu 

ganti. Sedangkan menurut istilah, ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.
19

 Pihak 

yang menyewakan (pemilik manfaat) dinamakan mu‟jir, pihak yang menyewa 

dinamakan musta‟jir, objek sewa dinamakan ma‟jur dan imbalan sewa 

dinamakan ujrah.
20

 

                                                             
18

 Dila, Karyawan Sekaligus Anak Pemilik Agen Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak 

Samsul (Bandar Lampung: Wawancara, n.d.). Bulan Juli 2022 
19

 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik., 117 
20

 Oni Syahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan 

Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah., 79 
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) pasal 1548 disebutkan 

bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan 

dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu 

harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. 

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April tahun 

2000 tentang pembiayaan ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah 

pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

barang itu sendiri. 

Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi 

objeknya tetapi juga jasa. Selain itu, dalam akad ijarah tidak terjadi 

perpindahan kepemilikan atas objek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan 

hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa, 

sedangkan akad jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang 

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 

lain atas dasar saling merelakan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu kiranya diteliti lebih lanjut dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Multi Akad 

Dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen 

Pak Samsul Jln. Tamin Gunung Pesagi, Merpati Nomor 7, Suka Jawa, 

Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung))” 
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C. Fokus Dan Sub Fokus 

Bedasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam skripsi ini 

adalah tentang Multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di isi 

ulang tabung oksigen pak Samsul. Adapun sub fokus dalam penelitian ini 

adalah tinjauan hukum islam tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung 

gas oksigen di agen isi ulang pak Samsul. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana praktik multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di 

Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap multi akad dalam sewa 

menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak 

Samsul? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam skripsi ini sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis multi akad dalam sewa menyewa 

tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang multi akad dalam sewa 

menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak 

Samsul  

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian skripsi ini ada 2 manfaat sebagi berikut; 

1. Manfaat Secara Teoritik  
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   Secara teoritis penelitian skripsi diharapkan mampu memberi pemahaman 

mengenai tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di 

Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul, diharapkan dapat 

memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, civitas 

akademik fakultas syari‟ah prodi hukum ekonomi syariah (muamalah) pada 

khususnya. Selain itu diharapkan menjadi simulator bagi penelitian 

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan 

memperoleh hasil yang maksimal 

2. Manfaat Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Adanya dilakukan kajian penelitian terdahulu yang relevan  ini dengan 

tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Terdapat 

beberapa penelitian skripsi ini perdahulu mengenai praktik sewa menyewa 

tetapi subtansinya tidak sama, di antaranya adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Azis Busrofi (2017) dengan judul “Persepsi 

Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di 

Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkan Ilir Kabupaten Banyu Asin”. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mendapatkan gelar Strata 1 dalam 

Program Studi Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 
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research). Penelitian tersebut membahas mengenai praktik sewa meyewa 

lapak atau tempat berjualan yang ada di Desa Sidomulyo. Dalam praktiknya, 

sebelum terjadinya akad sewa menyewa tempat, maka para pihak penyewa 

haruslah mengetahui kondisi dan siSamsulsi tempat sewaan tersebut. hal ini 

dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua 

belah pihak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi pedagang 

tentang praktik sewa menyewa lapak ini yaitu hampir semua pedagang 

setuju dengan prosedur yang diterapkan dan condong mengikuti peraturan-

peraturan yang diterapkan oleh pengurus pengurus pasar Tradisional Desa 

Sidomulyo telah sesuai dan sejalan dengan syariat Islam.
21

 

2. Penelitian yang dilakukan Rendi Aditia (2018), dalam skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan 

Sistem Pembayaran Panen di Desa Gunung Sugi Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka 

mengambil strata 1 program studi muamalah. Dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian tersebut 

membahas mengenai praktik sewa meyewa tanah yang sering dilakukan 

masyarakat di Desa tersebut dengan menggunakan sistem panen yang 

merugikan salah satu pihak karena sistem tersebut tidak ada kejelasan, 

                                                             
21

 Azis Busrofi, Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Sewa Menyewa 

Lapak Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkan Ilir Kabupaten Banyu Asin (Palembang: 

Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017). ix 
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apabila terjadi bencana dan kerugian hal tersebut menjadi tanggung jawab 

kedua belah pihak.
22

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Muhammad Hasan (2017), dengan 

judul “Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Secara Lisan di Kota 

Palangka Raya Ditinjau dari Hukum Perdata.” Penelitian ini merupakan 

skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dilakukan 

dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah.   Dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian 

tersebut membahas terkait pemahaman masyarakat dalam melakukan 

perjanjian sewa menyewa, masih tidak paham, masih banyak masyarakat 

salah dalam mengartikan bagaimana perjanjian secara lisan dan tertulis. 

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan hukum perdata 

perjanjian sewa menyewa secara lisan memiliki kekuatann hukum yang 

lemah karena dalam kasus perdata pembuktian adalah salah satu unsur 

penting untuk menunjukan kebenaran pernyataan dari para pihak.
23

 

 

H. Metode Penelitian  

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Sedangkan penilitian itu sendiri diartkan sebagai upaya 

dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta 

                                                             
22

 Rendi Aditia, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan 

Sistem Pembayaran Panen Di Desa Gunung Sugi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat (Bandar Lampung: Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018). 3 
23

 Baharudin Muhammad Hasan, Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Secara 

Lisan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata (Palangka Raya: Skripsi IAIN 

Palangka Raya, 2017). iv 
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dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewudjudkan 

kebenaran.
24

 

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode 

kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode 

penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan 

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. 

Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap  

pola-pola nilai yang dihadapi.
25

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian   

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.
26

 

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi 

di tengah-tengah masyarakat mengenai praktik multi akad dalam sewa 

menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak 

Samsul 

b. Sifat Penelitian  

                                                             
24

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 

24 
25

 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan 

Lampung, 2014). 3 
26

Ibid., 9 
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Menurut sifatnya, penelitian skripsi ini merupakan penilitian deskriptif 

dengan analisa kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan dideskripsikan 

tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi 

Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul ditinjau dari hukum Islam.  

2. Data dan Sumber Data   

Data adalah nilai dari fakta keberadaan sesuatu atau keadaan yang dapat 

diamati, diukur dan dianalisis sehingga bermakna.
27

 Pada penelitian skripsi 

ini penulis mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang digunakan. Dalam penulisan skripsi ini data 

yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan data sekunder.  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang di teliti.
28

 Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik, 

karyawan dan penyewa tabung gas oksigen pak Samsul berupa hasil 

wawancara, dan dokumentasi.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau 

menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan 

penjelasan mengenai sumber data primer.
29

 Data sekunder dalam 

penelitian skripsi ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi 

dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.   

                                                             
27

 Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2017). 63 
28

 Pabundu Tika Muhammad, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 57 
29

 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2012). 218 
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3. Populasi  

a. Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Populasi pada penelitian 

ini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses sewa menyewa tabung gas 

oksigen baik pemilik, karyawan maupun konsumen. Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian
30

 Adapapun jumblah populasi 

dalam penelitian skripsi ini 4 orang 

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat 

dianggap mewakili populasi.
31

 Sebagaimana diungkapkan oleh Suharsimi 

Arikunto, jika populasi di bawah 100 maka diambil semua, jika di atas 100 

diambil 10 %-15%, 20-35%. Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah 

100 orang, maka sampel diambli 15 %.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian dalam skripsi ini 

termasuk penelitian populasi, sedangkan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 4 orang, yang terdiri dari 2 orang pemilik sekaligus 

karyawan dan 2 penyewa tabung gas oksigen 

4. Metode Pengumpulan Data   

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian 

skripsi ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:  

a. Interview/Wawancara  

                                                             
30

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014). 173 
31

 Ibid., 95 
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Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 

bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).
32

 

Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan 

secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan mengenai tentang 

multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang 

Tabung Oksigen Pak Samsul  

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen seperti foto. 

Metode tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui  catatan 

atau dokumentasi yang berkaitan dengan data-data mengenai tentang 

multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang 

Tabung Oksigen Pak Samsul. 

5. Metode Pengelolaan Data 

a. Editing 

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak 

lengkap atau meragukan. Tujuan dari editing ini adalah untuk mengetahui 

apakah data yang terkumpul sudah cukup baik. 

b. Klasifikasi Data  

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan semua data yang 

berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitia serta mencari data 

                                                             
32

 Abdul Kodir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
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berupa dokumentasi yang berkaitan dengan judul dalam penelitian skripsi 

ini. Seluruh data yang diperoleh akan dibaca dan ditela‟ah secara 

mendalam lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan. 

c. Reduksi Data 

Redaksi data merupakan teknik dalam memilih dan mengurangi yang 

lebih dan menambah yang kurang sesuai dengan data yang diperoleh 

dalam penelitian. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi diolah dan 

disusun dengan menggunakan bentuk analisis data deskriptif kualitatif. Data 

yang terkumpul melalui wawancara akan diuji kebenaranyya dengan cara 

analaisis data. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut 

dapat ditafsirkan.
33

 Setelah terkumpul dan telah memadai untuk 

menghasilkan data yang baik dan cermat penulis akan melakukan proses 

yaitu dengan reduksi dan penyajian dan menarik kesimpulan. 

 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 

beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih 

memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun 

                                                             
33
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urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

BAB II: Kajian teori yang digunakan dalam penelitian berisikan 

memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti 

dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran 

penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti. 

BAB III: Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek 

penelitian. Dan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian serta 

mendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, seperti 

gambaran lokasi penelitian dan data-data mengenai responden.  

BAB IV: Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil data yang 

diperoleh dari lokasi penelitian yang didasarkan pada landasan teori yang 

disajikan pada BAB II  

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran atau jawaban 

singkat dari permasalahan yang diteliti 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Multi Akad (Al uqud Al-Murarakkabah) 

 1. Pengertian Multi Akad (Al uqud Al-Murarakkabah) 

Kata akad berasal dari bahasa Arab ’aqd (     ) yang berarti mengikat, 

menetapkan, membangun,
34

 dan lawan dari melepaskan 

kata akad berarti juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam 

bahasa Indonesiayang berarti mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan 

perjanjian.
35

 Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan     

hubungan  dan  kesepakatan (          .
36

 Sedangkan secara terminologi akad 

berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya 

kewajiban.
37

 Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah pertalian atau 

perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang 

menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.
38

 

Akad dalam hukum Indonesia diartikan dengan perjanjian. Sedangkan 

dalam istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yaitu:  

a. Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau 

pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan 

                                                             
34

 Louis Ma‟luf, Al-Munjid Fi Al-Luqhah Wa Al-a‟lam (Bayrut: Dar al-Mashriq, 1986). 

518 
35

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 953 
36

 Aryanti Yosi, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah),” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 

15, no. 2 (2016): 177–90, http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/498. 
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37

 Louis Ma‟luf, Al-Munjid Fi Al-Luqhah Wa Al-a‟lam. 519 
38
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kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada 

sesuatu.  

b. Menurut Pendapat Ulama Syafi‟iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu 

segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 

keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu 

yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual 

beli, perwakilan, dan gadai  

c. Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak 

dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada 

objek akad.  

Terkait dengan akad ini, Shubhy Mahmashany, membagi perbuatan 

hukum atas harta dalam dua bentuk, pertama disebut dengan akad, yaitu 

sesuatu kegiatan yang membutuhkan kesepakatan dua belah pihak atau 

lebih. Kedua, suatu kegiatan dapat terjadi cukup dari kehendak sepihak 

saja. Termasuk dalam kelompok pertama adalah jual beli, sewa menyewa, 

salam, dan yang lainnya. Termasuk dalam kelompok kedua adalah: 

perbuatan tambahan dalam hukum keluarga dan syarat, nazar dan sumpah, 

yang berhubungan dengan masalah ibadah adalah pembatalan dalam 

hukum keluarga, seperti perceraian, pembebasan budak dan lainnya; wakaf 

dan wasiat dan pembebasan hutang, pembatalan, dan kafâlah.
39

 

Kata multi akad adalah gabungan dari multi dan akad. Kata multi akad 

belum masuk ke dalam kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun 

                                                             
39

 Subhy Mahmashany, Al-Nazariyyah Al-Ammah Lilmujibat Wa Al-Uqud Fi AlShari‟ah 
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jika dipisah antara multi dan akad, maka bisa ditemukan dalam kamus 

Bahasa Indonesia. Multi dalam kamus Bahasa Indonesia berarti banyak; 

lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Sedangkan akad dalam 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai janji, perjanjian atau kontrak.
40

 Dengan 

demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau 

akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fiqh kata 

multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-„uqud al-

murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). al-„uqud al-murakkabah 

terdiri dari dua kata al-„uqud  (bentuk jamak dari „aqd) dan al-murakkabah. 

Kata al-murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-jam‟u 

(mashdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.
41

 Kata 

murakkab sendiri berasal dari kata “rakkaba-yurakkibu-tarkibah” yang 

mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga 

menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan murakkab 

menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, 

diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut 

dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal 

(satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (tarkîb), kedua 

berrati sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai 

kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basîth) yang tidak memiliki 
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bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau 

menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.
42

 

Agustianto menyebutkan bahwa buku-buku teks fiqh muamalah 

kontemporer menyebutkan kata multi akad dengan nama istilah yang 

beragam, seperti al-„uqud al-murakkabah, al-„uqud al-muta‟addidah, al-

„uqud al-mutaqabilah, al-„uqud al-mujtami‟ah, dan al-„uqud al-

mukhtalifah. Namun yang paling populer dan sering digunakan adalah al-

„uqud al-murakkabah dan al-„uqud al-mujtami‟ah.
43

 Berikut istilah yang 

sesuai dengan akad murakkab:  

a. Al-ijtima‟, istilah tersebut berarti menghimpun atau mengumpulkan 

yang merupakan lawan kata berpisah. Maksud dari al-ijtima‟ ialah 

segala sesuatu yang saling berkumpul satu sama lain meski tidak 

bergabung jadi satu bagian. Dengan begitu al-„uqud al-mujtami‟ah 

berarti terhimpunnya beberapa akad pada satu akad.  

b. Al-ta‟addud, istilah ta‟addud berarti terbilang dan bertambah. Ta‟addud 

pada terminologi akad artinya bertambahnya jumlah syarat, akad, 

pelaku, harga, objek, atau sejenisnya.  

c. Al-tikrar, berarti berulang, istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan 

adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara 

terminologi al-tikrar diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang sudah 

dilakukan. Dalam hal akad al-tikrar berarti mengulangi akad yang telah 
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 Abdullah Al-Imrani, Al-„Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah 
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dilakukan sebelumnya. Bedanya dengan murakkab dalam akad, kalau 

al-tikrar meski berarti pula mengumpulkan, namun maksud yang paling 

tepat untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang telah dilakukan 

pada transaksi. Sedangkan pada murakkab yang terjadi ialah 

terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam satu 

transaksi atau dengan kata lain terdapatnya dua akad dalam satu produk.  

d. Al-tadakhul, secara bahasa berarti masuk, masuknya sesuatu pada 

sesuatu yang lain. Al-tadakhul juga berarti masuknya suatu bagian pada 

bagian yang lain. Artinya ini lebih khusus dan spesifik sebab yang 

masuk merupakan suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan 

pengertian sebelumnya lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu 

pada sesuatu yang lain.  

e. Al-ikhtilat, istilah tersebut mempunyai arti sama dengan al-jam‟u. Al-

ikhtilat artinya berhimpun, berkumpul, memasukkan (tadakhul), dan 

melebur. Bercampurnya dua hal yang dapat melebur menjadi satu 

sehingga sulit dibedakan antara keduanya, misalnya bercampurnya satu 

binatang dengan binatang lain. Saat barang-barang cair seperti air 

dengan susu bercampur maka akan sulit dibedakan yang mana air dan 

yang mana susu.
44

 

Berdasarkan pemahaman tentang makna akad dan multi (murakkab), 

maka multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak 

untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih 
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seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara‟ah, 

sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya. 

Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta 

semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum 

dari satu akad.
45

 

2. Dasar Hukum Multi Akad 

 a. Q.S. Al-Maidah 1 

ٝ  ع١ٍََۡىُ  ب ٠زٍَُۡ َِ ُِ إِلََّ  عَ  ۡٔ َ خُ ٱلۡۡ َّ ١ ِٙ عمُُٛدِۚ أدٍَُِّذۡ ٌىَُُ ثَ
ٌۡ فُٛاْ ثٱِ ۡٚ َ اْ أ َٰٛٓ ُٕ َِ َٓ ءَا ب ٱٌَّر٠ِ َٙ أ٠َُّ

َٰٓ  َ٠ ُۡ
ب ٠س٠ُِدُ  َِ  ُُ َ ٠ذَۡىُ َّْ ٱللََّّ َ ٌۗ إِ ُۡ دُسُ ُ أَٔز َٚ ١ۡدِ  ذٍِِّٟ ٱٌصَّ ُِ  غ١َۡسَ 

 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya” (Qs. Al-Maidah [5]:1) 

Kata al-„uqud dalam ayat tersebut menunjukan pada keumuman makna 

semua akad, sehingga muncul pemahaman bahwa semua akad adalah 

boleh kecuali jika ada dalil khusus yang melarangnya.
46

 

b. Q.S. an-Nisa ayat 29 

ب  َٙ أ٠َُّ
َٰٓ سَحً عَٓ ٠َ  َْ رجَِ  َٰٓ أَْ رىَُٛ ًِ إلََِّ طِ جَ  ٌۡ ٌىَُُ ث١َٕۡىَُُ ثٱِ  َٛ ِۡ َ اْ أ َٰٛٓ ُ ُٕٛاْ لََ رأَۡوٍُ َِ َٓ ءَا ٱٌَّر٠ِ

اّ  رسََاض   ُۡ زَد١ِ َْ ثِىُ َ وَب َّْ ٱللََّّ ُۡۚ إِ اْ أَٔفسَُىُ َٰٛٓ ُ لََ رمَۡزٍُ َٚ  ُۚۡ ٕىُ  ب ِِّ
 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (Qs. An-Nisa [4]:29) 
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c. Hadis Rasulullah 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin 

Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari 

Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma 

dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 

dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak 

berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia 

dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian”. 
(H.R Ahmad).47 

Kemuidan masih diriwayatkan oleh Abd al-Razaq adalah hadis 

berikut; 

 

 

 

 
“Abd al-Razaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-Tsauri, 

Israil, dan Samad Ibn Harb, dari Abd al-Rahman Ibn Abdullah, Ibn 

Mas‟ud ia berkata: “Dua transaksi dalam satu transaksi adalah riba”
48

 

 

3. Macam-macam Multi Akad 

Al-„Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu al-„uqud al-

mutaqâbilah, al-„uqud al-mujtami‟ah, al-„uqud al-mutanâqidhah wa al-

mutadhâdah wa al-mutanâfiyah, al-„uqud al-mukhtalifah, al-„uqud al-

mutajânisah. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; 
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al-„uqud al-mutaqâbilah, al-„uqud al-mujtami‟ah, adalah multi akad yang 

umum dipakai.
49

 Macam-macam akad tersebut dijelaskan sebagai berikut; 

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (al-„Uqud al-Mutaqâbilah)  

Al-Mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan 

berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. 

Sedangkan yang dimaksud dengan al-„uqud al-mutaqâbilah adalah multi 

akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama.
50

 di mana 

kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua 

melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung 

dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah 

dikenal lama dan praktik-nya sudah banyak. Banyak ulama telah 

membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model 

pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (mu'âwadhah) dengan 

akad tabarru‟, antara akad tabarru' dengan akad tabarru' atau akad 

pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model 

akad ini dengan akad bersyarat (isytirath „aqd bi‟aqd).
51

 

b. Akad Terkumpul (al-„Uqud al-Mujtami‟ah) 

Al-„Uqud al-Mujtami‟ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu 

akad.
52

 Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya “saya 

jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu 
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selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Multi akad yang 

Mujtami‟ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang 

memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek 

dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad 

terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad 

yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam 

waktu yang sama atau waktu yang berbeda.  

c. Akad Berlawanan (al-„Uqûd al-Mutanâqidhah wa al-Mutadhâdah wa al-

Mutanâfiyah)  

Al-mutanaqidhah secara bahasa yaitu al-naqdlu, dliddul ibram. al-

mutanaqidhah juga dapat diartikan al-mukhalif wal mutakhalif, al-

mutadafi‟, dan lain-lain. Secara istilah, mutanaqidah yaitu: pertama, tidak 

dapat berkumpulnya dua hal secara bersamaan seperti, adanya Zaid dan 

tidak adanya. Kedua, dua hal yang saling mencegah satu sama lain. 

Seperti ijab (menyerahkan) dan salbi (menarik). Ketiga, saling 

menafikan, yaitu dua hal yang saling menafikan satu sama lain.
53

 

Al-Mutadladah secara bahasa yaitu, berkebalikan atau bertentangan. 

Seperti siang dan malam. Secara istilah, al-mutadladah memiliki 

beberapa makna. Pertama, al-dliddan yaitu dua hal yang tidak dapat 

digabungkan, seperti siang dan malam. Kedua, al-dliddan yaitu dua sifat 

yang saling menggantikan dan tidak dapat disatukan seperti hitam dan 

putih. Ketiga, al-tadlad yaitu saling menerima dan saling menafikan 

dalam jumlah dan dalam beberapa keadaan. Sebagaimana dikatakan 
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bahwa al-dliddan yaitu dua hal yang berada dibawah naungan satu jenis, 

yang satu menafikan yang lain dalam hal sifatnya saja. Keempat, al-

dliddan yaitu sesuatu yang tidak dapat disatukan dalam satu tempat.
54

 

Al-Mutanafiyah secara bahasa, yaitu menghilangkan atau kebalikan 

dari menetapkan, dapat juga diartikan al-daf‟u (menolak) dan al-thardu 

(melempar). Secara istilah memiliki beberapa makna. Pertama, al-tanafi 

yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal dalam satu waktu seperti ada 

dan tidak ada. Kedua, tanafi yaitu bersatunya tempat dengan perbedaan 

sifat, seperti diam dan bergerak. Ketiga, kesulitan untuk menyatukan dua 

hal yang bertentangan dalam satu keadaan, satu waktu, satu tempat 

seperti menyatukan sesuatu yang ada dan tidak ada dalam satu keadaan 

dan satu waktu.
55

 

Ketiga istilah al-mutanâqidhah, al-mutadhâdah, al-mutanâfiyah 

memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya 

perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. 

Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh 

seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan 

dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu 

berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanâqidhah, 

saling berlawanan. Dikatakan mutanâqidhah karena antara satu dengan 

yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.  
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d. Akad Berbeda (al-„Uqûd al-Mukhtalifah)  

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah 

terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat 

hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan 

akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa 

diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. 

Contoh lain, akad ijârah dan salam. Dalam salam, harga salam harus 

diserahkan pada saat akad (fi al-majlis), sedangkan dalam ijârah, harga 

sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.
56

 

Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan yang 

mutanâqidhah, mutadhâdah, dan mutanâfiyah terletak pada keberadaan 

akad masing-masing. Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat 

meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun 

berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk 

kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di 

antara akad-akad yang membangunnya. Dari perbedaan di atas bisa 

dipahami bahwa multi akad yang mutanâqidhah, mutadhâdah, dan 

mutanâfiyah adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu 

akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad 

tersebut tidak seragam. 
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e. Akad Sejenis (al-„Uqud al-Mutajânisah) 

Al-„Uqud al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang 

mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam 

hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu 

jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa 

jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat 

pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau 

berbeda.
57

 

4. Pendapat Ulama Tentang Multi Akad 

Secara garis besar, pendapat para ulama terkait hukum asal al-„uqud al-

maliyah dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pendapat jumhur ulama 

hanafiyah, sebagian malikiyah, syafi‟iyyah dan hanabilah menyatakan 

bahwa, penggunaan akad ganda/rangkap/multi akad adalah sah serta boleh 

dilakukan, tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil syar‟i yang 

mengharamkannya. Diantara dalil yang dijadikan landasan kebolehan 

pelaksanaan multi akad selain dalam al-Qur‟an sebagaimana yang telah 

disebutkan di atas yaitu Qs. Al-Maidah [5]:1, ada juga merujuk pada kaidah 

fiqiyah yang berbunyi; 

بََحَةُ  الِْْلُُّ الْم عَامَلَاتُِ فُِ الشُّر وْطُِ فُِ اْلَأصْلُ   بِدَليِْلُ  إِلاُ وَالِْْ
“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan 

keharamannya.
58
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Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad 

atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil 

yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, 

melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti gharar, 

riba, maysir. 

As-Syatibi menyebutkan bahwa hukum asal dari ibadah adalah 

melaksanakan (ta‟abbud) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan 

penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah 

mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (iltifat ila 

ma‟ani). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan 

atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka 

lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan baru karena 

prinsip dasarnya adalah diperbolehkan bukan melaksanakan.
59

 

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa multi akad 

merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan 

disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena 

hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak 

bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.
60

 

Menurut Nazih Hammad, hukum asal dari syara‟ adalah bolehnya 

melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya 

ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang 

melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak 
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diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang 

diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai 

pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan 

melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.
61

 

Ibnu Qayim sebagaimana yang dikutip oleh Hasanudin menyatakan 

bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan 

atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap 

akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa 

dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, 

karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya 

seperti apa dan bagaimana. Tidak boleh mengharamkan yang telah 

dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan 

yang telah diharamkan oleh-Nya.
62

 

Al-Imrani menyebutkan bahwa penghimpunan dua akad diperbolehkan 

apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan 

harga melalui qard. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman 

kepadanya orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu 

kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu qard tersebut. Yang 

demikian hukumnya boleh.
63
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Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum kebolehan 

multi akad dikembalikan ke hukum asal akad. Selain itu, dapat diketahui 

juga sebab-sebab kebolehan multi akad diantaranya:  

a. Multi akad dibolehkan selama akad-akad yang membangunnya 

merupakan akad-akad yang dihalalkan.  

b. Multi akad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan 

bermanfaat bagi manusia.  

c. Multi akad dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi 

akad. 

Kedua, pendapat golongan dzahiriyyah yang menyatakan bahwa, 

hukumnya adalah dilarang dan batal, tidak diperbolehkan dan tidak sah 

kecuali jika ada dalil syara‟ yang menunjukan kebolehannya. Salah satu dalil 

yang digunakan yaitu Q.S. Al-Baqarah 229.  

كُ ٱ  ٍَ ُۡ أَْ  ٌطَّ ًُّ ٌىَُ لََ ٠ذَِ َٚ  ٌۗ  ٓ  ثِئدِۡسَ 
ٚۡ رسَۡس٠ِخُُۢ عۡسُٚفٍ أَ َّ  ثِ

سَبنُُۢ ِۡ ِْٰۖ فَئِ ربَ سَّ َِ
َّٓ ش١َۡ  رأَۡخُرُٚاْ  ُ٘ ٛ ُّ بَٰٓ ءَار١َۡزُ َّّ ب دُدُٚدَ   ِِ َّ َٰٓ أَْ ٠َاَبفَبَٰٓ ألَََّ ٠م١ُِ ِٰۖ ٱب إلََِّ ُۡ  للََّّ ُ ْۡ خِفۡز فَئِ

ب دُدُٚدَ  َّ ِ ٱألَََّ ٠م١ُِ ب  فلََٗ  للََّّ َّ ب ف١ِ َّ ِٙ ِٗ  فۡزدَدَۡ ٱجَُٕبحَ ع١ٍََۡ هَ دُدُٚدُ  ٌۦۗ ثِ ٍۡ ِ ٱرِ فلََٗ  للََّّ

ٓ ٠َزعَدََّ دُدُٚدَ  َِ َٚ بۚ  َ٘ ِ ٱرعَۡزدَُٚ ُُ  للََّّ ئهَِ ُ٘
َٰٓ  ٌَ ْٚ ُ َْ ٱفأَ ٛ ُّ ٍِ

  ٌظَّ 
 

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 

bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada 

mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus 

dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. 

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-

orang yang zalim”. (Qs. Al-Baqarah [2]:229) 

Ayat tersebut menunjukan bahwa setiap akad yang tidak disyariatkan 

dalam Islam berarti melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh 
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Allah dan termasuk menambah-nambahi dalam hal agama. Oleh karenanya, 

hukum asal setiap akad adalah dilarang kecuali jika ada dalil yang 

membolehkannya.
64

 

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad di atas bukan berarti 

membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh 

dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi 

dilarang. Menurut Hasanudin, ada Batasan dan sandar dalam penggunaan 

multi akad. Ulama yang membolehkan praktek multi akad ini bukan berarti 

telah membolehkan secara bebas,tetapi ada Batasan-batasan yang tidak 

boleh dilewati dalam penggunaannya. Pada kalangan ulama, batasan-batasan 

ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang 

disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut; 

a. Multi Akad Dilarang Karena Nash Agama 

  Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi secara jelas 

menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam 

jual beli (ba‟i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli 

dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan. 

   

Rasulullah Saw melarang jual beli dan pinjaman. (HR Ahmad dari Abu 

Hurairah Ra.,)
65

 

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya 

diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, 
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maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa 

Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) 

dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri 

hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu 

akad untuk menghindari terjurumus kepada riba yang diharamkan. Hal 

itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual 

barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah 

memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan 

bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.
66

   

Selain multi akad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama 

juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan qardh 

dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli 

dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti 

antara ijarâh dan qardh, salam dan qardh, sharf dan qardh, dan 

sebagainya. Meski penggabungan qardh dan jual beli ini dilarang, namun 

menurut al-„Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad  

ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada 

tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh. Seperti seseorang yang 

memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian 

ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu 

qardh tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan 
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penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan 

pada hadis Nabi yang berbunyi:  

 

 

 

 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dari 

Yahya bin Zakaria dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari 

Abu Hurairah ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka 

baginya kekurangannya atau riba." (HR. Abu Dawud)
67

 

 

Pendapat ulama di atas, pendapat yang rajih dalam hal ini adalah 

pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan 

ketidakjelasan harga dan menjerumuskan riba. Pada hakikatnya tidak 

terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut. 

b. Multi Akad sebagai Hîlah Ribâwi 

Multi akad yang menjadi hîlah ribawi dapat terjadi melalui 

kesepakatan jual beli „inah atau sebaliknya dan hîlah ribâ fadhl. 

1). Al-„Inah  

Contoh Akad dalam bentuk „inah yang dilarang adalah menjual 

sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus 

menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh 

secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal 

nyatanya merupakan hîlah ribâ dalam pinjaman (qardh), karena objek 

akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan 

manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam 

                                                             
67

 Abu Dawud, Sunan Abȋ Dâwud (Maktabah al-„Ashriyyah: Beirut, n.d.). 



37 
 

 
 

transaksi ini. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan 

seseorang yang memberikan qardh (pinjaman) agar tidak berharap 

dananya kembali kecuali sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang 

menetapkan tambahan atas qardh baik dengan hilah atau lainnya. 

Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang 

mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan 

harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan ribâ fadhl atau ribâ nasa‟, 

bukan bertujuan pada harga dan barang.
68

 

2). Hîlah ribâ fadhl  

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg 

beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 20.000) 

dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 20.000) harus 

membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang 

kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit 

(misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model hîlah ribâ 

fadhl yang diharamkan. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas 

peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar 

melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma 

kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. 

Praktik seperti ini dilarang Nabi Saw dan beliau mengatakan agar 

ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, 

begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan 
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harga sendiri. Maksud hadis di atas, menurut Ibn al-Qayyim, adalah 

akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua 

bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan 

berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak 

saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.
69

  

c. Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke Ribâ  

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti ribâ, 

hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah 

boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun 

membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi 

dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:  

1). Multi akad antara akad salaf dan jual beli  

Dalam penjelasan sebelumnya bahwa Nabi melarang multi akad 

antara akad jual dan salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya 

mencegah (sadd adz-dzari‟ah) jatuh kepada yang diharamkan berupa 

transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni 

terjadinya penghimpunan akad jual beli (mu‟awadhah) dengan 

pinjaman (qardh) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini 

terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya 

rencana untuk melakukan qardh yang mengandung ribâ. 

2). Multi akad antara qardh dan hibah kepada pemberi pinjaman 

(muqridh) Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi 
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dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti 

contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta 

kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima 

pinjaman (muqtaridh), atau muqtaridh memberi hadiah kepada 

pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas 

objek qardh saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang 

karena mengandung unsur ribâ.
70

 Apabila transaksi pinjam meminjam 

ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri 

secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan 

kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung 

unsur riba di dalamnya. 

B. Konsep Sewa Menyewa 

1. Pengertian Sewa Menyewa 

Sewa-menyewa di dalam bahasa arab disebut ijarah. Secara etimologi 

arti kata ijarah yaitu upah atau sewa. Menurut terminology agama yaitu 

memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya 

dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan 

imbalan sebagai bayaran pengunaan manfaat barang yang dipergunakan. 

Ijarah secara sedehana diartikan dengan, “transaksi manfaat atau jasa 

dengan imbalan tertentu‟‟. Bila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat 

atau jasa dari suatu benda disebut ijarat al-„ain atau sewa-menyewa, seperti 

sewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah 

                                                             
70

 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah., 436 



40 
 

 
 

manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarat al-zimmah atau upah-

mengupah seperti upah menjahit pakaian.Ijarah baik dalam bentuk sewa-

menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah 

yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau 

mubah bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.
71

 

Kata ijarah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan.
72

 Dengan 

pengertian semacam ini, pahal dinamakan dengan ajr. dalam syariat, yang 

dimaksud dengan Ijarah adalah akad mendapatkan manfaat sebagai imbalan. 

Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, 

karena pohon bukanlah manfaat.
73

 Juga tidak boleh diperbolehkan menyewa 

emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang 

yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak 

dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskanya. Juga tidak diperbolehkan 

menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan 

mengadung kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia 

memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda. Padahal akad 

penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat 

memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian 

rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan 

arsitek, tukang bangunan , tukang tenun, tukang jahit, tukang ojek, dan 
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tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, 

seperti pembatu dan buruh. 

Sedangkan menurut para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan 

Ijarah, Antara lain sebagai berikut:  

a. Menurut Hanafiyah bahwa Ijarah ialah: 

 

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 

disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”
74

 

b. Menurut malikiyah bahwa Ijarah ialah: 

 

“Nama dengan akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi 

dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”
75

 

c. Ulama Mazhab Syafi‟i mendefinisikan: 

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa 

dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu”.
76

 

d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa Ijarah ialah: 

 

 

“Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu 

pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat”
77
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Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan 

atau diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa, upah 

mengupah. Pada dasarnya ijarah yaitu mengambil manfaat dari suatu barang 

atau jasa dengan memberikan imbalan atas manfaat dari barang atau jasa. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam 

akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak 

guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
78

 

2. Dasar Hukum Sewa-menyewa (al-Ijarah)  

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah al-Q ur‟an, as-Sunnah, 

dan Al-Ijma‟ 

a. Al-Qur‟an 

 َّٓ ُ٘ ٌِزض١َُِّمُٛاْ  أسَۡىُِٕٛ  َّٓ ُ٘ ٚ لََ رضَُبَٰٓزُّ َٚ  ُۡ جۡدِوُ ُٚ  ٓ ِِّ ٓۡ د١َۡثُ سَىَٕزُُ  ِِ
ً  فَأَٔفِمُ  ّۡ ذِ دَ

 ٌَ ْٚ ُ َّٓ أ إِْ وُ َٚ  
َّۚٓ ِٙ َّٓۚ ع١ٍََۡ ُٙ ٍَ ّۡ َٓ دَ ٝ  ٠ضََعۡ َّٓ دَزَّ ِٙ ٛاْ ع١ٍََۡ

ُۡ فَ  َٓ ٌىَُ ْۡ أزَۡضَعۡ سُٚاْ ثَ   فَئِ ِّ أۡرَ َٚ  َّٓ ُ٘ َّٓ أجُُٛزَ ُ٘ إِْ  ١ٕۡىَُُبرُٛ َٚ عۡسُٚف ٰۖ  َّ ثِ

ُۡ فَسَزسُۡضِعُ ٌَُٗ  ٜ   َۥٰٓ رعََبسَسۡرُ  أخُۡسَ
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang 

sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 

jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya.”(Qs. at-Thalaq [65]:6) 
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b. Dasar Hukum Ijarah dari Al-Hadits adalah 

 “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering 

(Riwayat Ibnu Majah)
79

 

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upahnya kepada tukang 

bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
80

 

 

 

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman 

yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami agar membayarnya 

dengan uang mas atau perak (Riwayat Ahmad dan abu dawud ).
81

 

Adapun hukum kebolehannya berdasarkan ijma‟ adalah bahwa 

semua ulama sepakat mmbolehkannya, walaupun dari al-„Ash Hamin 

dan Ibnu „Ulayyah diriwayatkan melarangnya. Alasan Fuqaha‟ yang 

tidak membolehkan adanya perjanjian sewa-menyewa adalah bahwa dala 

mmenukar barang harus terjadi penyerahan harga dengan imbalan 

penyerahan barang seperti halnya dalam barang yang nyata.
82

 

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa  

Transaksi Ijarah dalam kedua bentuknya akan syah bila memenuhi 

rukun dan syarat. Rukun dan ijarah sebagai bentuk transaksi adalah akad 

atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukan bahwa transaksi itu 

telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam 

transaksi ijarah itu adalah:  
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a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda 

yang kemudian memberikan upah atau jasa tenaga atau sewa dari jasa 

benda yang digunakan, disebut pengguna jasa atau mujir.  

b. Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat 

yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau 

sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau musta‟jir. 

c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang 

digunakan disebut ma‟jur.  

d. Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa.  

Adapun syarat yang berkenaan dengan prilaku transaksi ialah keduanya 

telah dewasa, berakal sehat, dan bebas dalam bertindakdalam arti tidak 

dalam paksaan. 

Akan yang dilakukan oleh anak anak atau orang gila atau orang yang 

dipaksa tidak sah transaksinya.  

Syarat yang berkenaan dengan objek transaksi yaitu jasa, bila jasa adalah 

dalam bentuk tenaga untuk bekerja harus jelas apa yang dikerjakan dan tidak 

dilarang apa yang dikerjakan. Bila yang diupahkan ialah pekerjaan yang 

tidak menentu atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik ke 

puncak menara tanpa alat atau tidak boleh dikerjakan oleh agama seperti 

membunuh atau mencuri, maka transakis tidak sah. Bila yang menjadi objek 

transaksi adalah jasa suatu benda disyaratkan barang itu dapat digunakan 

dalam arti ada manfaatnya, dapat diserahkan penggunaanya dan jelas waku 

atau batas penggunaanya. Bila barang yang disea itu tidak dapat digunakan 
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seperti mobil sedang rusak, atau tidak dapat diserahkan pengunaanya seperti 

mobil dalam tahanan polisi, atau tidak jelas waktu penggunaanyaseperti 

mobil pribadi yang disewa tidak menyebutkan waktu atau tidak dijelaskan 

batas penggunaanya seperti naik bus tidak ditentukan arah dan batasnya, 

maka transaksi sewa menyewa ini tidak sah.  

Syarat yang berkenaan dengan imbalan ialah jelas wujud, nilai dan 

ukuranya dan jelas pula waktu pembayaranya. Bila tidak jelas wujudnya 

seperti hujan yang akan turun atau tidak jelas nilainya seperti sekarung 

rambutan yang tidak tentu harganya atau tidak jelas ukuranya, atau tidak 

jelas waktu pembayaranya, maka transaksi sewa-menyewa atau upah-

mengupah tersebut tidak sah. 

4. Aspek-aspek dalam sewa-menyewa 

Dilihat dari segi objeknya sewa-menyewa (ijarah) dapat dibagi menjadi 

dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat 

pekerjaan (jasa).  

a. Sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Sewa-menyewa tanah untuk 

pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.  

b. Sewa-menyewa (ijarah) yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara 

memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah 

semacam ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis 

pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukaang jahit dan tukang 

sepatu.  
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Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti mengambil 

seorng pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dan ada juga 

yang bersifat serikat seperti mengabdi buruh pabrik, buruh bangunan dan 

lain sebagainya. 

5. Batalnya Akad Sewa-Menyewa  

Ijarah pada jenis akad lazim, yaitu tidak boleh adanya fasakh pada salah 

satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali telah didapati 

hal-hal yang mewajibkan fasakh. Iajarah akan menjadi batal bila terdapat 

hal-hal sebagai berikut:  

a. Menurut ulama Hanafiah ijarah dipandang habis dengan meninggalkan 

salah seorang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk 

meneruskanya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal tapi 

diwariskan.  

b. Pembatalan akad 

c. Terjadinya kerusakan barang yang disewa. Akan tetapi menurut ulama 

lainya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya 

ijarah, tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.  

d. Habis waktu kecuali akad uzur.  

e. Menurut ulama hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak 

seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian daganganya ada 

yang mencuri, maka ia dibolehkan untuk mem-fasakh-kan sewaan 

tersebut.  
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Menurut Al-kasani dalam kitab Al-Badaa‟iu Ash-shanaa‟iu, menyatakan 

bahwa akad sewa-menyewa berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:  

a. Objek sewa-menyewa hilang atau musnah seperti, rumah yang 

disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.  

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa menyewa telah 

berakhir. Apabila itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada 

pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka seseorang 

tersebut berhak menerima upahnya.  

c. Wafatnya sesorang yang berakad.  

d. Apabila ada „uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan 

disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad sewa-menyewa 

batal.
83

 

C. Konsep Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui 

pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu 

jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimakdsud oleh penulis. Jual beli 

dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai‟ yang berarti menjual, mengganti, 

dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai‟ dalam bahasa 

Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy           
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syira(beli). Dengan demikian, kata al-bai‟ berarti jual, tetapi sekaligus juga 

berarti beli.
84

Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (         )  

(al-bai‟) bentuk jamaknya (          )  (al-baiu‟), dan konjungsinya adalah  

(               ) yang artinya menjual. Menurut Bahasa, jual beli berarti 

menukarkan sesuatu dengan sesuatu.
85

 

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:  

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan).  

b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi 

“Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki 

sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, 

sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk 

selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang 

berupa uang.”
86

 

c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar 

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan 

ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara”
87

 

d. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab 

“Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”
88

 

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), 

diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan 
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harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara‟ yang 

disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu‟ mengatakan “Jual 

beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar 

barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan 

hak milik atas dasar saling merelakan.
89

 

Jual beli secara umum ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, 

yang satu menerima sesuatu sesuai degan perjanjian yang dibenarkan 

syara‟. Jual beli dalam arti umum ialah sesuatu perikatan tukar menukar 

suatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua 

belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti 

penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain.
90

 

2. Dasar Hukum Jual Beli  

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur‟an dan alhadits, sebagaimana 

disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275: 

َٓ ٱ َْ  ٌَّر٠ِ اْ ٱ٠َأۡوٍُُٛ  ٛ ثَ َُ  ٌسِّ ب ٠َمُٛ َّ َْ إلََِّ وَ ٛ ُِ ُٓ ٱ٠َزاََجَّطُُٗ  ٌَّرِٞٱلََ ٠مَُٛ ١ۡطَ   ٌشَّ

 َٓ ۚ ٱِِ سِّ َّ
ب  ٌۡ َّ اْ إَِّٔ َٰٛٓ ُۡ لبٌَُ ُٙ ٌِهَ ثِأََّٔ

ج١َۡعُ ٱذَ  ٌۡ  ًُ ثۡ اٌْۗ ٱِِ  ٛ ثَ ًَّ  ٌسِّ أدََ ُ ٱَٚ ج١َۡعَ ٱ للََّّ ٌۡ 

 ََ دَسَّ اْۚ ٱَٚ  ٛ ثَ ٓ جَبَٰٓءَُٖ  ٌسِّ َّ ِٗ  ۥفَ ثِّ ٓ زَّ ِِّ عِظَخٞ  ۡٛ ٝ  ٱفَ  ۦَِ َٙ سُُٖ  ۥفٍََُٗ  ٔزَ ِۡ أَ َٚ ب سٍَفََ   َۥٰٓ َِ

ِٰۖ ٱإٌَِٝ  ٓۡ عَ  للََّّ َِ تُ َٚ ئهَِ أصَۡذَ 
َٰٓ  ٌَ ْٚ ُ َْ  ٌَّٕبزِٰۖ ٱبدَ فأَ ٍِدُٚ ب خَ  َٙ ُۡ ف١ِ ُ٘ 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 
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mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” 

(Qs. Al-Baqarah [2]: 275) 

 

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan 

jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, 

memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali 

dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama 

suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi : 

“Dari Rif‟ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa 

yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-

Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).
91

 

 

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, 

Rasulullah SAW bersabda: 

 

 

“Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar 

kerikil dan jual beli Garar” (H.R. Muslim)
92

 

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, 

namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi 

wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang 

sehingga persedian dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek 
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semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual 

baraang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi 

ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan 

juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau 

mengacaukan ekonomi rakyat.  

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan 

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain 

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai 

dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar 

menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar Ijma‟ 

tentang kebolehan Ijma‟ adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh 

Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut : 

“Telah terjadi ijma‟ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli 

dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu 

yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan 

kepada orang lain
93

 

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli 

adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status 

jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya 

syarat dan rukun jual beli.  

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam  
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Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli 

(bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas 

kesepakatan bersama. Suapaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka 

perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara 

bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, 

Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus 

diindahkan dan dilakukan. Dalam buku Muhammad Amin Suma 

dijelaskan: rukun (Arab, rukn) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain 

berarti tiang, penopang dansandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur 

dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, syarth jamaknya syara‟ith) secara 

literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.  

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi 

eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu 

itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau 

tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, 

dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi 

unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para 

fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu 

yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya 

hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula 

meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.
94

 Dalam syari‟ah, rukun, 

dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. 
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Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau 

tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.
95

 

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya 

keberadaan hukum syar‟i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang 

ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.
96

 

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu 

rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan 

ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat 

yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar 

hukum itu sendiri.
97

 Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. la 

merupakan bagian dari shalat itu sendiri.  

Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak 

sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian 

di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah. 

Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat, yaitu:
98

 

Pertama, Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah 

ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah 

ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak 

akibatnya.
99
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Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy aqad secara bahasa: 

“Al Rabt (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat 

salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya 

menjadi sebagai sepotong benda” 
100

 

Sedangkan aqad menurut istilah: 

“(Perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh 

syara‟ yang menetapkan kedua belah pihak)”
101

 

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat 

ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang 

dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan 

beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:  

a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi 

jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).  

b. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual 

beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. 

Sehingga muncullah kaidah: isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan 

lidah.
102

 

c. Dengan cara ta‟ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan 

pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut 

memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan 

besar imbalan. 
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d. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila 

seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian 

orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri 

saja hal itu dipandang telah ada akad ida‟ (titipan) antara orang yang 

meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal.  

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual 

beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab 

qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan 

dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam 

bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan 

penerimaan uang). Pada dasarnya akad bapat dilakukan dengan lisan 

langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersabut dapat dilakukan 

dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.  

Kedua, orang yang berakad (subjek) ٗٔبع١جل dua pihak terdiri dari 

bai‟(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang 

melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi 

tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:  

a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang 

Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. 

Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama 

Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan 

abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang 
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mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, 

dalam firmannya:  

  َٓ ِِّ ِ ٱفَزۡخٞ  اْ  للََّّ َٰٛٓ َٓ ٔص١َِتٞ لَبٌُ فِس٠ِ
ىَ  ٍۡ ٌِ  َْ إِْ وَب َٚ  ُۡ عىَُ َِّ ُۡ ٔىَُٓ  اْ أٌََ َٰٛٓ لَبٌُ

 َٓ ِِّ ٕعَۡىُُ  ّۡ َٔ َٚ  ُۡ ذۡ ع١ٍََۡىُ ِٛ ُۡ َٔسۡزذَۡ َٓ ٱأٌََ ١ِٕ ِِ ؤۡ ُّ ٌۡ 
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang 

kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS. An-

Nisa:141)  

b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang 

yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. 

Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya 

sendiri. Sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nisa: 5  

لََ  بَٰٓءَ ٱرؤُۡرُٛاْ  َٚ َٙ فَ ُُ  ٌسُّ ٌىَُ  َٛ ِۡ َ ًَ  ٌَّزِٟٱأ ُ ٱجَعَ َٚ  للََّّ ب  اّ ُۡ ل١َِ  ُۡ ٱٌىَُ ُ٘ َٙب  زۡشُلُٛ ف١ِ

ُۡ ٱَٚ  ُ٘ ب  وۡسُٛ عۡسُٚفا َِّ لَا  ۡٛ ُۡ لَ ُٙ لٌُُٛٛاْ ٌَ َٚ 
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan 

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 

yang baik” (QS. An-Nisa:5) 

c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya 

sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa. 

Hal ini berdasarkan Hadis nabi Muhammad SAW “Dari Daud Ibn Salih 

al-Madani dari ayahnya ia berkata “saya mendengar Abi Said al-

Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual 

beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah)  

d. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi 

seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau 

berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.  
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e. Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak 

mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual 

beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir). 

Ketiga, ma‟kud „alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada 

ma‟qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab 

terjadinya perjanjian jual beli.
103

 Barang yang dijadikan sebagai objek jual 

beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan 

bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau 

termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan 

hadis Nabi Muhammad SAW:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW 

bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah 

melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” 

lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena 

dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu 
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penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan 

Allah melaknat orang-orang Yahudi karena sesungguhnya Allah telah 

mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, 

menjualnya serta memakannya (hasilnya)” (HR. Muslim)
104

 

 

Dalam hadis di atas menurut Syafi‟iyah diterangkan bahwa arak, 

bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, 

adapun berhala jika dipecahpecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab 

dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.
105

  

b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan 

harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-

barang yang tidak bermanfaat.  

c. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang 

melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah 

barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang 

tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang 

bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang 

sebagai perjanjian yang batal.
106

 

d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat 

diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, 

bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan 

diantara kedua belah pihak. 

e. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual 

beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam 
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kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak 

atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
107

 

f. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat 

diserah terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserah terimakan, karena 

apabila barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan 

akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu 

pihak. 

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat 

benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat 

dibenarkan penggunaanya menurut syara‟. Benda-benda seperti alkohol, 

babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual 

beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual 

beli tersebut dianggap fasid.  

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, 

yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of 

value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan 

bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).  

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi 

dalam juala beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh 

disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain 

antar ijab qobul, (b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli ) dan 
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(c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih 

ada interaksi tentang ijab qobul.  

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh berakal 

agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kamu berikan hartamu 

kepada orang-orang yang bodoh”. (an-Nisaa‟/4: 5), (b) beragama Islam, 

syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, 

dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena 

di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam. Sebagimana 

firman Allah: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 

orangorang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman” 

(anNisaa‟/4:141), (c) ada benda atau barang yang di perjualkan belikan 

(ma‟kud alaih) dan (d) tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri 

tidak ada paksaan dari pihak lain.  

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan 

tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali 

kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalanya, kotoran hewan 

untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh mengkait–

kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan 

menjual motor ini, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh 

mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan 

hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat 

diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan 

milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil 
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mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) 

barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang 

diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan 

ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.  

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat 

dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 

tiga bentuk, yaitu jual beli (1) jual beli benda yang kelihatan, ( 2) jual beli 

yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3) jual beli benda yang 

tidak ada.
108

  Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan 

akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan 

penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti 

membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Jual beli yang disebutkan 

sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut 

kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai 

(kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu 

yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu 

yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, 

sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda 

yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh 

agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga 

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan 

yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.  
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Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu 

berkaitan dengan akad salam (pesanan) (a) sifatnya harus memungkinkan 

dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, (b) dalam akad 

harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, (c) 

barang yang di serahkan sebaiknya barang yang di perjual belikan dipasar 

dan (d) harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung. 

Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak 

melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli 

itu belum dikatakan sah dalam syara‟ yang berlaku.  

4. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam  

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua 

sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata 

barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam 

di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut 

hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.  

Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu;  

a. jual beli barang yang di haramkan,  

“Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-

Nya telah mengharamkan menjual arak,bangkai,babi dan berhala” (HR 

Bukhari dan Muslim)  

b. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam mebolehkan untuk 

menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang 
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dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan 

kotorannya masih didalam perut ayam tersebut.
109

 

c. Jual beli dengan perantara (al–wasilat), melalui perantara artinya 

memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna 

membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama‟ 

memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang 

tersebut tidak di beli oleh orang lain.  

d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena 

barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan. 

e. Jual beli muhaqallah / baqallah tanah, sawah dan kebun maksudnya jual 

beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti 

wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan 

dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli 

gharar.  

f. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah–buahan yang belum pantas 

untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat 

dimungkinkan buah itu jatuh tertiup angin sebelum diambil oleh 

pembelinya atau busuk dan lain sebaginya.  

g. Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang 

sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus 

membeli.  
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h. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, 

maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang 

akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan. 

i. Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, 

maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan 

tidak adanya keseimbangan barang. 

“Dari Anas r.a ,ia berkata: Rosulullah SAW melarang jual beli 

muhaqallah, mukhadharah, mulammasah, munabazah, dan muzabannah” 

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. 

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi 

tiga bentuk, yaitu: 

“Jual beli ada tiga macam yaitu: 1) Jual beli barang yang kelihatan, 2) 

Jual beli yang disebutkan sifat-sfat nya dalam janji dan 3) Jual beli benda 

yang tidak ada”  

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad 

jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di 

depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini 

dibolehkan, contoh di pasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di 

masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal 

ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan 

makanan, disebut bai‟ salam dalam hukum Islam dibolehkan. Sedangakan 

jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti 

membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, 

dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orangorang tertentu 

yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan. 
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5. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli  

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli 

haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, 

kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan 

kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua 

belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban 

masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya 

sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal 

lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari 

transaksi tersebut. Sebagaiman firman Allah SWT: 

ب َٙ أ٠َُّ
َٰٓ َٓ ٱ ٠َ  ٝ فَ  ٌَّر٠ِ ّّا سَ ُِّ   ً َٰٓ أجََ  ٝ ٍٓ إٌَِ اْ إذِاَ ردَا٠ََٕزُُ ثد٠َِۡ َٰٛٓ ُٕ َِ ١ىَۡزتُ  وۡزجُُُٖٛۚ ٱءَا ٌۡ َٚ

ُۡ وَبرتُُِۢ ثِ  عدَۡيِۚ ٱث١َّٕۡىَُ ٌۡ  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, 

dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan 

benar” (QS. Al-Baqarah [2]: 282). 

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, 

pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah:  

ب َٙ أ٠َُّ
َٰٓ َٓ ٱ ٠َ  ٝ فَ  ٌَّر٠ِ ّّا سَ ُِّ   ً َٰٓ أجََ  ٝ ٍٓ إٌَِ اْ إذِاَ ردَا٠ََٕزُُ ثد٠َِۡ َٰٛٓ ُٕ َِ ١ىَۡزتُ  وۡزجُُُٖٛۚ ٱءَا ٌۡ َٚ

ُۡ وَبرتُُِۢ ثِ  ُٗ  عدَۡيِۚ ٌۡ ٱث١َّٕۡىَُ َّ ب عٍََّ َّ لََ ٠َأۡةَ وَبرتِ  أَْ ٠ىَۡزتَُ وَ ُۚ ٱَٚ ١ىَۡزتُۡ  للََّّ ٍۡ فَ

 ًِ ٍِ ّۡ ُ١ ٌۡ ِٗ  ٌَّرِٞٱَٚ ذَكُّ ٱع١ٍََۡ ١َزَّكِ  ٌۡ ٌۡ َ ٱَٚ ُ  للََّّ ُٗ ش١َۡ  ۥزَثَّٗ ٕۡ ِِ لََ ٠َجۡاَسۡ  َْ   ا َٚ بۚ فَئِْ وَب

ِٗ  ٌَّرِٞٱ ذَكُّ ٱع١ٍََۡ ٚۡ لََ ٠َسۡزَ  ٌۡ َ ٚۡ ضَع١ِفبً أ ب أَ ًٙ ًۡ سَف١ِ ٍِ ّۡ ُ١ ٍۡ َٛ فَ ُ٘  ًَّ ِّ ط١ِعُ أَْ ٠ُ

 ُ ُّٗ١ٌِ عدَۡيِۚ ٱثِ  ۥَٚ دُٚاْ ٱَٚ  ٌۡ ِٙ ٰۖ فَئِْ ٌَّ  سۡزشَۡ ُۡ ٌِىُ جَب ٓ زِّ ِِ  ِٓ ١د٠َۡ ِٙ ِٓ  ُۡ شَ ٠ىََُٛٔب زَج١ٍَُۡ

 َٚ  ًٞ ِْ ٱفسََجُ سَأرَبَ ِۡ  َٓ ِِ  َْ ۡٛ ٓ رسَۡضَ َّّ دآََٰءِ ٱِِ َٙ سَ  ٌشُّ ب فَزرُوَِّ َّ ُٙ ًَّ إِدۡدىَ  أَْ رضَِ

ب  َّ ُٙ ٜ ۚ ٱإِدۡدىَ  لََ ٠أَۡةَ  لۡۡخُۡسَ دآََٰءُ ٱَٚ َٙ لََ رسَۡ  ٌشُّ َٚ  
ب دعُُٛاْۚ َِ اْ أَْ رىَۡزجُُُٖٛ   إذِاَ  َٰٛٓ ُّ

ٚۡ وَج١ِسًا  َٰٓ صَغ١ِسًا أَ  ٝ ِٗ  إٌَِ ٍِ ُۡ ألَۡسَطُ عِٕدَ   ۚۦأجََ ٌِىُ ِ ٱذَ  َٰٓ  للََّّ  ٝ أدََۡٔ َٚ دحَِ   َٙ ٌٍِشَّ  َُ َٛ ألَۡ َٚ
سَحً  َْ رِجَ  َٰٓ أَْ رىَُٛ اْ إِلََّ َٰٛٓ ُۡ  ألَََّ رسَۡربَثُ ُۡ ف١ٍََۡسَ ع١ٍََۡىُ ب ث١َٕۡىَُ َٙ دَبضِسَحا رد٠ُِسَُٚٔ

اْ إذِاَ رجََب٠عَۡزُ  َٰٚٓ دُ ِٙ أشَۡ َٚ َ٘بٌۗ  ١دٞۚ  ُۚۡ جَُٕبح  ألَََّ رىَۡزجُُٛ ِٙ لََ شَ َٚ لََ ٠ضَُبَٰٓزَّ وَبرتِٞ  َٚ
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 ُ إِْ رفَۡعٍَُٛاْ فَئَِّٔٗ َٚ  ۥَٚ  ٌۗ ُۡ َٰۖ ٱ رَّمُٛاْ ٱفسُُٛقُُۢ ثىُِ ُُ  للََّّ ىُ ُّ ٠عٍَُِّ ٌُۗ ٱَٚ ُ ٱَٚ  للََّّ ءٍ  للََّّ ٟۡ ًِّ شَ ثىُِ

 ُٞ ١ٍِ  عَ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 

dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian 

dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu 

tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282). 

 Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan 

pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban 

tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak 
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